
 
 

 
 
 

                                 
RANCANGAN 

  
                        PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH 
 

NOMOR TAHUN 2024                
 

TENTANG 

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK ALAT BERAT 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

GUBERNUR JAWA TENGAH, 

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan 
masyarakat serta mewujdkan keadilan sosial bagi 

seluruh rakyat Indonesia sesuai Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
Pemerintah Daerah bertanggung jawab melalui 

kebijakan yang berkeadilan dan proprsional; 

b. bahwa penghitungan dasar pengenaan pajak alat 
berat dilandasi oleh kebutuhan masyarakat dan 

pelaku usaha terhadap regulasi dan keadilan dalam 
hal pemungutan pajak di Daerah; 

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

dan Pasal 18 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah, dasar pengenaan Pajak Alat Berat 

adalah nilai jual Alat Berat yang berpedoman pada 
peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan dalam negeri mengenai dasar 
pengenaan Pajak Alat Berat; 

d. bahwa dalam rangka mengakomodir nilai jual Alat 

Berat yang belum atau tidak tercantum dalam 
peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan dalam negeri sebagaimana dimaksud 
pada huruf c, serta memperhatikan penyesuaian/ 
penyusutan terhadap nilai jual Alat Berat dalam 

rangka penghitungan Pajak Alat Berat, perlu diatur 
penghitungan dasar pengenaan Pajak Alat Berat; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan       
huruf d perlu menetapkan Peraturan Gubernur 

tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak         
Alat Berat; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 



 

  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
tentang  Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856);  

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang 
Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang 
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6881); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 
2025 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan 

Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan 
Pajak Alat Berat Tahun 2025 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2025 Nomor 204); 

7. Peraturan Daerah Nomor12 Tahun 2023 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Nomor 153); 

 
MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHITUNGAN DASAR 

PENGENAAN PAJAK ALAT BERAT. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 

Pasal  1 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah. 

2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 

3. Badan adalah Badan Pengelola Pendapatan Daerah 

Provinsi Jawa Tengah. 



 4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola 

Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah. 

5. Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu 

pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya 
yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, 
beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, 

tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area 
tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area 
konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan. 

6. Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah 
Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat. 

7. Nilai Jual Alat Berat yang selanjutnya disingkat NJAB 
adalah harga pasaran umum Alat Berat yang 
bersangkutan. 

8. Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disingkat HPU 
adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber 

data yang akurat. 
 

BAB II 

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAB 

Pasal 2 

(1) Penghitungan dasar pengenaan PAB ditetapkan 

berdasarkan NJAB. 

(2) NJAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

berdasarkan HPU atas suatu Alat Berat. 

 
Pasal 3 

 

NJAB yang belum dan tidak tercantum dalam peraturan 
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam 

negeri mengenai dasar pengenaan PAB ditetapkan oleh 
Gubernur. 

 

Pasal 4 

(1) Kepala Badan mengajukan usulan NJAB sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 kepada Gubernur. 

(2) NJAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

dengan Keputusan Gubernur. 

(3) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditetapkan setelah mendapat pertimbangan dari menteri 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri 
sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. 
 

Pasal 5 

Dalam mengajukan usulan NJAB sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4, Kepala Badan mendasarkan HPU Alat Berat 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

 
 

 



 BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal  6 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan.  
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah. 

 

Ditetapkan di Semarang 
pada tanggal  

 
GUBERNUR JAWA TENGAH, 

       

 
AHMAD LUTFI 

 

 
 

Diundangkan di Semarang 
pada tanggal  
 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH, 

                
 

SUMARNO 

 
BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN           NOMOR 

Jabatan Paraf Tgl 

Wagub    

SEKDA   

As.I/ 

Pemerintahan 

Dan Kesra 

  

As III/ 

Administrasi 
  

Ka. Bapenda   

Ka.Biro 

Hukum 
  


